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PENUTUP

A. Kesimpulan
1. Pengawasan dan penindakan Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol
(MMEA) ilegal di wilayah Kantor Bea Cukai Tipe Madya Pabean B
Yogyakarta dilaksanakan dalam bentuk kegiatan sosialisasi, perizinan,
intelijen, dan penindakan operasi pasar sesuai dengan dasar hukum yang
berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 49 Tahun 2009
tentang Tata Cara Penindakan di Bidang Cukai dan Peraturan Direktur
Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-53/BC/2010 tentang Tatalaksana
Pengawasan. Berdasarkan data hasil penindakan lapangan (operasi pasar)
oleh Unit P2 KPPBC TMP B Yogyakarta terkait peredaran cukai MMEA
ilegal selama periode Januari tahun 2022 hingga Januari tahun 2024, tercatat
bahwa terdapat total 43 kasus dengan rincian yaitu 31 kasus yang terjadi
pada tahun 2022 dengan total nilai barang Rp 43.155.550, sebanyak 8 kasus
yang terjadi pada tahun 2023 dengan total nilai barang Rp 48.862.000, dan
sebanyak 4 kasus di bulan Januari 2024 dengan total nilai barang Rp
25.701.440. Total potensi kerugian yang dialami negara periode Januari

2022 hingga Januari 2024 mencapai Rp 126.636.210.

2. Kendala-kendala terhadap pengawasan dan penindakan Cukai Minuman
Mengandung Etil Alkohol (MMEA) ilegal di wilayah Kantor Bea Cukai

Tipe Madya Pabean B Yogyakarta, meliputi jangkauan wilayah yang terlalu
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luas dan sangat terbatasnya jumlah sumber daya manusia (SDM), pengusaha
produk MMEA kurang kooperatif, penguasaan lapangan oleh Pegawai
KPPBC TMP B Yogyakarta yang belum maksimal (terutama Unit
Penindakan dan Penyidikan), serta kendala yang paling utama adalah belum
adanya kesepakatan kerja (MoU) dan SOP bersama instansi pemerintah
yang secara spesifik mengatur tentang pengawasan dan penindakan MMEA
ilegal di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (selama ini hanya bersifat

insidental/darurat).

. Upaya mengatasi kendala-kendala dalam pengawasan dan penindakan
Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) di wilayah Daerah
Istimewa Yogyakarta adalah dengan mengutamakan tindakan yang efisien,
yaitu pihak KPPBC TMP B Yogyakarta lebih berfokus dan mengutamakan
proses pengawasan menggunakan acuan Peraturan Daerah masing-masing
wilayah (artinya lebih berfokus terhadap wilayah-wilayah dalam lingkup
DIY yang sudah secara jelas berdasarkan Perda-nya tidak mengijinkan atau
melarang kegiatan penjualan produk MMEA), upaya selanjutnya adalah
dengan cara melakukan prioritas pengawasan yaitu lebih berfokus terhadap
pihak-pihak yang sudah memiliki izin usaha (NPPBKC), serta upaya yang
masih dibutuhkan oleh pihak KPPBC TMP B Yogyakarta adalah dibuatnya
suatu perjanjian (MoU) atau kesepakatan kerja antara instansi pemerintah
Daerah terkait (Satpol PP, Kepolisian, dan KPPBC TMP B Yogyakarta)
yang secara spesifik mengatur tentang pengawasan dan penindakan MMEA

ilegal.
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B. Saran

1. Dapat diusulkan untuk dibuat suatu Memorandum of Understanding (MQOU)
atau perjanjian atau kesepakatan kerja antara instansi terkait yaitu pihak
KPPBC TMP B Yogyakarta, Satpol PP Daerah Istimwa Yogyakarta, dan
Kepolisian yang secara lebih spesifik mengatur tentang pengawasan dan
penindakan cukai MMEA ilegal sebagai bentuk koordinasi eksternal untuk
mengatasi keterbatasan jumlah personel agar pengawasan dan penindakan
cukai MMEA ilegal di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dapat
terlaksana secara lebih optimal. Hal tersebut bisa berupa penegakan hukum
sesuai dengan tupoksi kerja masing-masing instansi, sebagai contoh konkret
yaitu dengan mengadakan operasi bersama yang digelar secara rutin terkait

pengawasan dan penindakan cukai MMEA ilegal.

2. Dibuat suatu aturan terkait pembatasan produksi MMEA dengan membuat
kebijakan untuk menetapkan pembatasan permintaan pasar terhadap MMEA
dan pengenaan cukai MMEA dengan tarif setinggi-tingginya agar konsumen
enggan membeli, sehingga tingkat peredaran dan konsumsi MMEA di
masyarakat terkhusus wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dapat menurun,
serta melakukan tindakan tegas terhadap pelaku pengedar MMEA ilegal
dengan memberikan sanksi administrasi berupa denda dengan nilai nominal
yang lebih tinggi agar ada efek jera kepada pelaku dan calon pelaku lainnya

sehingga dapat mencegah peredaran MMEA ilegal.
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